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Abstrak 

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak 
plasma,tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi merupakan perjanjian standar atau baku, 
dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut.. 
Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analitis. 
Menggunakan pendekatan Liblary Research ( Penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan 
berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah , media massa, jurnal 
hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini dan Field Research  yaitu peneliti  
langsung melakukan penelitian ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara ke 
CV.Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm. Adapun yang di peroleh dari penelitian selanjutnya 
diawali secara Kualitatif  .Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Ketentuan klausula baku didalam 
perjanjian kemitraan antara Kia Jaya Bersama dengan CV. Berkah Maju Rejeki menimbulkan kerugian 
yang harus ditanggung oleh pihak Kia Jaya Bersama Farm sendiri, yang mana pihak perusahaan tidak 
memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga menurut penulis ketentuan isi perjanjian 
kemitraan ini tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak.  
Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Klausula Baku. 
 

Abstract  
Although the government has issued various policies that can help plasma growers, the partnership model 
that appears in reality is a standard agreement or standard, and plasma growers have no freedom to 
negotiate the content of the agreement. The research methods is a normative law with analytical 
descriptive. The research methods are Library Research, namely research conducted based on reading 
sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed 
in this mini-thesis. In this research there are primary data and secondary data and Field research, that is, 
direct research in the field. In this case, the researchers interviewed CV. BerkahMajuRejeki and Kia Jaya 
Bersama farms directly. As is obtained from further research begins qualitatively.  The research results 
obtained are The standard clauses in the cooperation agreement between Kia Jaya Bersama and CV. 
BerkahMaju Rejeki loss caused that must be borne by Kia Jaya Bersama Farm itself, and the company did 
not provide a solution. Therefore, the author believes that the terms of this partnership agreement do not 
provide the same benefits and advantages for both parties. 
Keywords: Default, State Owened Enterprise, Rent and Sell. 
 

How to Cite: Ayudistira, A. Marsella. & Mubarrak, R. (2022). Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam 
Perjanjian Kemitraan CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya 
Bersama Farm Di Deli Serdang). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 123-132, 

*E-mail: adistyayudistira@gmail.com ISSN 2722-1865 (Online)
 

http://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v4i2.1378
http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter


Adist Ayudistira, Marsella, Ridho Mubarrak. Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan 
CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang) 

124 

PENDAHULUAN 

Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut 

memperoleh perhatian khusus dari pemerintah serta adanya suatu pengelolaan yang 

intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Selain dapat meningkatkan 

kesejahteraan dari peternak sendiri juga dapat membantu pemerintah membuka 

lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.Namun karena masih 

banyaknya terdapat peternak kecil yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan 

unsur-unsur penunjang peternekannya maka demi mengembangkan usaha 

peternakannya mereka melakukan kemitraan dengan perusahaan peternakan. Kemitraan 

ini biasanya mengenai penyedian sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, 

manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi efisiensi 

dan produktifitas usaha. (Sipahutar, A. 2019). 
 Pemerintahpun sangat mendukung kemitraan ini, melalui UU Nomor 41 Tahun 

2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 31 angka 1, pemerintah 

menganjurkan peternak untuk melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain 

berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Selanjutnya tentang 

kemitraan usaha peternakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Pasal 1 angka 1 

PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefenisikan “Kemitraan adalah kerja 

sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai 

pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan”. 

 kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. (Muhammad Jafar Hafsah. 1999). 

Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan pengertian kemitraan adalah sebuah 

cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bisnis bersama. ( Ian Linton. 1997). 

 Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang 

besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. 

Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan 

kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, 

yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai 

berikut:  (Direktorat Pengembangan Usaha, Peluang Usaha Kemitraan) 

a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat: mempunyai itikad baik dalam membantu 

usaha kelompok mitra, memiliki teknologi dan manajemen yang baik, menyusun 

rencana kemitraan dan berbadan hukum. 

b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh 

pemerintah daerah. 

c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian 

kemitraan. 
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 Namun dalam pelaksanaannya yang paling banyak diterapkan adalah pola inti 

plasma dimana hubungan kemitraan terjalin antara perusahaan peternakan sebagai inti 

dan peternak sebagai plasma. Kemitraan dalam usaha peternakan secara definisi 

merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antar 

peternak dengan perusahaan peternakan. Kerjasama kemitraan yang menghubungkan 

antara perusahaan inti dengan plasma dapat mengatasi masalah pendanaan maupun 

kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah 

pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi peternak. Sebagai perusahaan inti 

mereka juga memperoleh manfaat yang banyak, seperti mereka dapat memasarkan 

produknya kepada pengusaha plasma, selain itu mereka juga akan mendapatkan pasokan 

bahan baku dari mitranya, karena kelemahan dari perusahaan inti adalah mencari tempat 

untuk memperbanyak pasokan bakunya. (Pariadi said. 2010). 

 Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma perlu lebih dicermati pola 

hubungan antar mitra, sebab secara umum pola kemitraan ini mempertemukan dua 

kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, 

pemahaman hukum serta pemodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan 

menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat, 

baik dari segi pemodalan, kemampuan manajemen maupun pemahaman hukum . 

(Maryati1 dan Putri Anggela Sari. 2018). 

 Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu 

peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali 

merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai 

kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya 

menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, 

tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan 

oleh perusahaan inti. 

Kontrak baku secara langsung atau tidak langsung seolah bagaikan pisau bermata 

dua terhadap kebebasan berkontrak, karena dari segi pembentukannya kontrak baku 

merupakan pencerminanan asas kebebasan berkontrak, namun di sisi lain kontrak baku 

telah membatasi atau menghilangkan asas kebebasan berkontrak dengan tidak adanya 

kesempatan bagi pihak lainnya untuk dapat bertatap muka merundingkan poin-poin 

kesepakatan yang diinginkan. (Hidayat, M. 2020). 
Berdasarkan hal tersebut, kontrak baku mencerminkan ketidak seimbangan 

kedudukan para pihak. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam berkontrak 

bertentangan dengan prinsip persamaan yang intinya memberikan perlakuan yang sama 

terhadap orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi dari prinsip persamaan 

kedudukan ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak. Dalam pembuatan kontrak 

baku maka prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti persamaan atau kesetaraan 

dan kebebasan agar dapat diimplementasikan dalam klausula-klausula yang dibuat, 

mengingat hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai isi dan berlakunya 

kontrak-kontrak baku agar memiliki nilai keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabatmanusia. Perbedaan posisi para pihak dalam pembuatan kontrak baku tidak 

memberikan kesempatan untuk melakukan “real bargaining”, sehingga pihak penerima 
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kontrak tidak mampu mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi 

kontrak baku, sehingga melanggar hak kebebasan untuk menyatakan pendapat. (Filia, F., 

& Wijaya, R. 2019). 
Hal ini menunjukan bahwa perjanjian yang terjadi antara perusahaan inti dan 

peternak plasma, tidak berlandaskan pada asas kebebaan berkontrak diantar kedua pihak 

yang mempunyai kedudukan seimbang. Dalam hal ini kedudukan peternak plasma sangat 

lemah karena mereka hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian 

yang disodorkan perusahaan inti. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut, mereka 

harus siap dengan segala konsekuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian 

tersebut, tetapi apabila peternak menolak maka mereka akan kehilangan kesempatan 

untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pilihan yang sulit ini membuat peternak 

plasma terjebak dalam hubungan kemitraan yang kurang menguntungkan. 

Kondisi ini juga dialami oleh peternak ayam broiler di Biru-biru Deli Serdang yang 

mana banyak peternak di daerah itu melakukan kemitraan dengan Perusahaan inti yaitu 

CV. Berkah Maju Rejeki dalam mengembangkan usaha peternakannya. CV. Berkah Maju 

Rejeki selaku pihak inti yang menentukan klausula-klausula di dalam perjanjian mengenai 

tugas para pihak, tanggung jawab para pihak, masa panen,pembagian hasil,evaluasi dan 

keadaan memaksa (force majeur). Sementara itu pihak pertama hanya dapat menerima 

perjanjian tersebut. Hubungan kemitraan antara peternak dan perusahaan peternakan 

inipun sudah berjalan setahun, dan selama dalam proses kemitraan ini ternyata pihak 

peternak beberapa kali mengalami kerugian.  

Menurut informasi dari peternak  sebab dari kerugian yang dialaminya dikarenakan pihak 

perusahaan sering sesuka hatinya menentukan waktu panen seperti terlalu lama, 

sementara ayam harus tetap makan tentunya jumlah pakan yang dihabiskan lebih banyak 

sementara bobot ayam tidak mau naik lagi, sehingga pada proses perhitungan akhirnya 

peternak tidak mendapat keuntungan bahkan harus mengganti karena minus. Pihak 

pertama pun sudah bermusyawarah dengan pihak perusahaan dan masih juga belum 

menapat titik terang, ini dikarenakan posisi pihak peternak lemak  sehingga tidak dapat 

memaksakan kehendaknya. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 

pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Bambang, 

1996). 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif analisis dari 

data Koperasi Unit Desa dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan 

terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang 

telah ada. 

Sumber data diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 

wawancara, KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Peraturan Perundang-

undangan, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal hukum. 
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Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara 

deduktif (Lexy, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki 

dengan Kia Jaya Bersama Farm 

Tanggung jawab CV. Berkah Maju Rejeki selaku inti dalam pelaksanaan perjanjian 

kemitraan ayam broiler ini meliputi segala kewajiban inti terhadap plasma dalam pelaksanaan 

perjanjian. Adapun tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab terhadap pemenuhan 

kebutuhan plasma dalam pemeliharaan ayam pedaging, yaitu menyediakan permodalan untuk 

pemeliharaan ayam pedaging berupa bibit ayam , pakan ayam, obat-obatan dan vaksin. Selain 

permodalan juga memberikan bimbingan teknis dalam pemeliharaan ayam sehingga plasma 

dapat memelihara bibit ayam dengan baik dan benar, dan memanen hasil produksi ayam untuk 

dijualkan ke pasar. Sementara tanggung jawab Kia Jaya Bersama meliputi tanggung jawab sebagai 

peternak plasma yaitu dimulai dari menyerahkan uang deposit sebelum diadakan nya perjanjian 

kemitraan, mempersiapkan kandang dan sarana pendukung lainnya seperti tenaga kerja, setelah 

bibit ayam masuk peternak berkewajiban memelihara ayam dan menjaga pakan ayam agar aman 

dari bahaya pencurian dan lainnya, peternak berkewajiban menyerahkan hasil produksi ayam 

kepada perusahaan tiba saat waktu ayam panen. (Pohan, S. 2019). 

Perjanjian kerjasama kemitraan ayam broiler antara CV. Berkah Maju Rejeki selaku dan Kia 

Jaya Bersama Farm selaku plasma menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Tanggung 

jawab tersebut adalah pemenuhan prestasi yang dituntut oleh para pihak dalam perjanjian, yaitu 

pihak debitur dalam hal ini plasma berkewajiban memberikan prestasi kepada kreditur dalam 

hal ini pihak inti berhak atas suatu prestasi dari debitur yaitu plasma. Wujud dari prestasi adalah 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu . ( Purwahid Patrik. 1994). 

 Prestasi bagi pelaksanaan perjanjian kemitraan ayam broiler adalah kewajiban bagi para 

pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Pemenuhan prestasi dengan memberikan 

sesuatu bagi debitur atau plasma adalah merawat dan membesarkan bibit ayam sampai ayam 

siap dipanen lalu menyerahkan semua hasil panen yang berupa ayam hidup kepada inti untuk 

dijual di pasar dan menerima bayaran hasil sisa usaha. (Hidayat, M. 2020). 

Pemenuhan prestasi dengan berbuat sesuatu dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan 

ayam broiler berkaitan dengan prinsip yang diterapkan dalam perjanjian ini, yaitu apa yang telah 

diterima oleh plasma dari inti maka tanggung jawab beralih kepada pihak plasma. Berbuat 

sesuatu dalam pemenuhan prestasi berupa melakukan segala tindakan yang diminta oleh inti 

melalui tenaga ahli yang ditunjuk dalam pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler secara baik dan 

benar sesuai dengan teknologi peternak yang diterapkan oleh inti. Adapun tindakan tersebut 

menurut Bapak Anjar Eko, selaku pimpinan CV. Berkah Maju Rejeki  adalah tindakan seperti 

menyiapkan kandang berikut segala peralatan peternakan yang dibutuhkan sehingga kandang 

siap dipakai untuk pemeliharaan ayam. Setelah bibit ayam diterima dan kandang siap dipakai 

untuk pemeliharaan ayam. Setelah bibit ayam diterima dan masuk kandang maka dilakukan 

vaksinasi dan pemberian obat-obatan sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah diberikan, 

memberikan alas kandang bagi pemeliharaan ayam dengan menaburkan sekam sesuai dengan 
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ketentuan yang diberikan oleh inti dan mengatur pemanas agar ayam tidak kedinginan serta 

mengatur pemberian pakan dan minum yang sesuai dengan kondisi ayam. 

Dalam pemeliharaan ayam  broiler plasma harus memberikan makan secara teratur dengan 

jenis dan jumlah pakan yang telah ditentukan oleh inti, menjaga sekam alas pemeliharaan ayam 

jangan sampai basah, apabila tumpukan sekam alas kandang tersebut harus diganti atau dibalik. 

Apabila ayam terserang penyakit, segera melaporkan kepada inti melalui petugas yang ditunjuk 

dari perusahaan dalam tempo secepatnya maksimal 12 ( dua belas ) jam. Juga melakukan 

tindakan-tindakan prefentif untuk mencegah berjangkitnya penyakit dengan menjaga 

kebersihan kandang. Apabila ada ayam yang mati maka harus melakukan pelaporan kepada inti 

melalui petugas yang ditunjuk perusahaan dengan memberikan bukti kematian berupa bangkai 

ayam yang mati dan menjaga ayam dan pakan ayam dari pencurian.  

Prestasi dengan tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan budi daya 

ayam broiler adalah tidak melakukan tindakan kecurangan seperti menjual ayam ke pihak lain, 

menjual kepada pihak lain pakan ayam yang telah dipasok inti, menerima pasokan bibit ayam 

broiler dari pihak lain untuk dipelihara campur dengan bibit ayam dari pihak perusahaan, 

memberikan pakan ayam yang bukan di pasok inti. 

 

Keseimbangan manfaat dan keuntungan pelaksana klausula baku yang terdapat dalam 

perjanjian antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm 

 Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam 

jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan 

dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan 

sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika 

bisnis. Melalui kemitraan antara perusahaan dengan peternak kecil dapat meningkatkan 

produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung resiko, 

menjamin pasokan bahan baku, menjamin distibusi pemasaran. Kemitraan juga meningkatkan 

kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam perekonomian nasional sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial. 

 Peternak yang bergabung dalam kemitraan mendapatkan keuntungan dari terjaminnya 

pasokan sapronak, kepastian pasar, serta pendapatan dari peternak. Pasokan sapronak 

tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ayam selama periode berlangsung. 

Adapun kepastian pasar ditentukan oleh pihak perusahaan dalam memasarkan hasil 

produksinya. Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, modal 

dan pendapatan yang di peroleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. 

Pendapatan peternak tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam. 

Pembagian modal yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa sarana produksi ternak 

yaitu bibit ayam, pakan, dan obat-obatan sedangkan peternak yang memiliki keterbatasan modal 

hanya dapat menyediakan lahan, tenaga kerja dan peralatan kandangan lainnya yang dibutuhkan. 

Dengan demikian peternak tidak akan khawatir tehadap modal dan kepastian pasar karena 

sudah dijamin oleh pihak perusahaan. Teknik dan mekanisme pemeliharan ayam broiler pun 

diatur oleh CV. Berkah Maju Rejeki selaku perusahaan inti. Kia Jaya Bersama Farm selaku 

peternak tidak diberikan kebebasan terhadap pembudidayaan ayam karena semua sistem 
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management kandang dan teknis budidaya ayam diatur oleh pihak perusahaan dan perjanjian 

yang dibuat berdasarkan atas perjanjian baku dari pihak perusahaan. 

Adapun pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak perusahaan dengan mekanisme 

sebelum harga kontrak di setujui oleh pihak peternak dan perusahaan akan menentukan harga 

kontrak perperiodenya, sehingga penentuan harga kontrak ditentukan berdasarkan harga pasar 

dan tiap modal yang dikeluarkan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Sehingga 

keuntungan yang dinilai berdasarkan selisih harga pasar dan ketentuan harga kontrak yang 

ditetapkan oleh pihak perusahaan. plasma tidak akan mendapatkan keuntungan besar meskipun 

harga ayam di pasaran melambung tinggi karena harga telah ditetapkan sesuai dengan harga 

kontrak. Penentuan ketetapan yang diberikan pihak perusahaan apabila harga di bawah kontrak 

maka harga ayam tetap memperhitungkan harga kontrak sedangkan apabila harga di atas harga 

kontrak maka perusahaan akan memberikan beberapa persen dari selisih antara harga kontrak 

dengan harga pasar. 

 Dalam penetapan keuntungan yang di dapat dari kemitraan ini bagi pihak perusahaan yaitu 

stabilitas produksi yang mensupplay ayam dalam memenuhi permintaan pasar sehingga 

perusahaan memperoleh keuntungan dari harga ayam yang dipasarkan sedangkan keuntungan 

peternak justru tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan karena semua mangement 

pembudiyaan dan ketetapan keuntungan di tentukan oleh pihak perusahaan. 

 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan: 

Menteri dan teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil 

bagi terselenggaranya kemitraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa : Bimbingan 

dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya. Pasal 19 

ini menyebutkan tentang peran pemerintah dalam membantu dan memfasilitasi  pelaksanaan 

kemitraan bagi pengusaha kecil. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bimbingan dan bantuan 

tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.  

Penjelasan pasal 19 tersebut mengindikasikan bahwa peternak berhak untuk ikut 

menyusun perjanjian bahkan berhak untuk mendapatkan bimbingan dari pihak pemerintah saat 

menyusun perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak peternak 

mengungkapkan bahwa peternak tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kemitraan tersebut,  

juga tidak ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian atau persyaratannya karena perjanjian 

tersebut telah dibuat atau dicetak oleh pihak perusahaan inti. Padahal sesuai dengan Pasal 19 

tersebut seharusnya mitra usaha yaitu peternak plasma juga mempunyai hak untuk ikut 

menentukan isi perjanjian. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan dari pelaksanaan Pasal 

19 tersebut. 

 Sampai saat ini kondisi tersebut masih berlangsung, sementara dari pihak pemerintah 

sendiri sepertinya tidak bisa memberikan jalan keluar agar aspirasi peternak plasma dapat 

terakomodasi dalam perjanjian kerja sama yang mereka tanda tangani. Peran pemerintah untuk 

mengawasi dan melindungi peternak plasma yang belum nampak implementasinya ditambah 

lagi dengan posisi peternak yang lemah. Situasi yang ada cenderung dimanfaatkan oleh 

perusahaan inti.  

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan yaitu CV. Berkah Maju Rejeki ialah dapatmemajukan 

usaha nya bermitra dengan peternak-peternak seperti Kia Jaya Bersama, karna pihak perusahaan 

yang memiliki kekuatan dari segi permodalan sehingga klausula-klausula yang dituangkan dalam 
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perjanjian tersebut memihak kepada pihak CV.Berkah Maju Rejeki. Dapat dilihat dari tanggung 

jawab Kia Jaya Bersama selaku peternak yang lebih besar dari mulai diserahkan nya DOC (Day 

Old Chicken), pakan dan obat-obatan tanggung jawab peternak harus menjaga dan merawar 

ayam sampai besar, menjaga pakan dari resiko pencurian sementara tanggung jawab pihak 

perusahaan hanya pada saat memanen hasil produksi ayam dan memasarkannya. 

 

SIMPULAN 

Perjanjian kerjasama kemitraan ayam broiler antara CV. Berkah Maju Rejeki selaku Inti 

dan Kia Jaya Bersama Farm selaku Plasma menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. 

Tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan prestasi yang dituntut oleh para pihak dalam 

perjanjian adapun mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak debitur dalam hal 

ini plasma berkewajiban memberikan prestasi kepada kreditur dalam hal ini pihak inti 

berhak atas suatu prestasi dari debitur yaitu plasma begitupun sebaliknya. 

Dan dalam kepentingan dan keuntungan tentunya memihak kepada CV.Berkah Maju 

Rejeki dengan resiko dari kerugian yang minim. Sementara keuntungan Kia Jaya Bersama 

hanya sebatas hasil dari usaha yang dijalankannya yaitu membesarkan ayam dan 

keuntungan yang didapat pun tidak bisa terlalu besar. Namun resiko kerugian yang 

ditanggung besar. 
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